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DAFTAR ISTILAH

. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga
yang netral

. Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip
musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan
keterbukaan.

. Digitalisasi Industri adalah suatu perubahan komunikasi, fungsi, maupun
interaksi dalam industri ke dalam digital, atau dapat juga diartikan
berpindahnya konsep industri konvensional menjadi virtual.

. Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan atau keberatan yang diajukan atas
dakwaan yang dibacakan oleh jaksa saat pelaksanaan sidang di pengadilan
. Force Majeure adalah keadaan memaksa (overmacht) dimana posisi salah
satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat
sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan
bantuan pihak ketiga. Dalam pemilihan pihak ketiga ini harus disepakati
oleh kedua pihak yang saling bersengketa. Adapun pihak ketiga itu
dinamakan konsiliator

Kontrak Kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan
dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak

tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap
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10.

11.

12.

13.

14.

perusahaan wajib memberikan kontrak kerja dihari pertama bekerja.
Konvensi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal atau
gugatan asli dari penggugat. Istilah ini baru akan digunakan jika tergugat
mengajukan gugatan balik atau rekonvensi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mengkonstatir yakni hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah
terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti
pembuktian.

Mengkualifisir adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa
konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa. Dalam proses
ini adakalanya hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus
menciptakan hukumnya.

Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan
cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif
penyelesaian sengketa.

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk
mendiksusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai
penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-
pihak yang bersengketa.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus
dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik

Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
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Perusahaan Tutup yakni istilah perusahaan tutup tanpa batas waktu yang
ditentukan atau dalam arti perusahaan tidak tutup permanen.

Perusahaan Tutup Tidak Untuk Sementara Waktu yakni istilah untuk
perusahaan tutup permanen.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan Perusahaan.

Penegakan hukum preventif yakni serangkaian upaya tindakan yang
dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau
penyimpangan ketentuan yang ada.

Rekovensi adalah dalam pasal 132a HIR istilah rekonvensi adalah gugatan
yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang
diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasannya Pasal 132a HIR
diartikan, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan,
atau tergugat dapat menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak
perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan
gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap
gugatan lawannya.

Reoganisasi adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan, agar
perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat beroperasi lebih baik
dan memperoleh laba pada masa yang akan datang.

Tripartit adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan menghadirkan

pihak pekerja, pengusaha dengan pemerintah sebagai pihak ketiga.
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22. UNIDROIT Principles yaitu prinsip hukum yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak pada saat menerapkan kebebasan berkontrak, karena
prinsip kebebasan berkontrak bila tidak diatur dapat membahayakan pihak
yang lemah, walaupun disadari prinsip ini sifatnya fleksibel.

23. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang
harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma- norma hukum., bahwa

orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.
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DAFTAR SINGKATAN
Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
HAM (Hak Asasi Manusia)
HIR (Herziene Indonesich Reglement)
Jamsostek (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
MK (Makamah Konstitusi)
PHI (Perselisihan Hubungan Industrial)
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

PT (Perseroan Terbatas)

PPHI (Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial)

Rp (Rupiah)

RUU (Rancangan Undang-Undang)
SP (Serikat Pekerja)

THR (Tunjangan Hari Raya)

UP (Uang Pesangon)

UU (Undang — Undang)

UUCK (Udang — Undang Cipta kerja)
UPH (Uang Penggantian Hak)

UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja)
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ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai suatu tindakan sepihak
dari pengusaha untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya karena
alasan tertentu. Pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh perusahaan harus
sesuai dengan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan yang menyatakan
bahwa PHK dilakukan dalam beberapa proses yaitu non litigasi dan litigasi.
Akan tetapi pada kenyataanya sering terjadi PHK sepihak tanpa adanya
alasan yang jelas, dan tidak berdasar kepada peraturan dan perundang-
undangan seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-
PHI1/2020/PN.Smg. Kasus ini bermula pada tahun 2020, yang mana PT.
Indosat Tbk melakukan PHK terhadap 677 karyawan dengan 57 karyawan
lainnya yang juga terancam dilakukan hal yang sama. Alasan yang beredar
terkait PHK yang dilakukan PT. Indosat Thk antara lain terjadinya kerugian
perusahaan dan ingin melakukan reorganisasi agar perusahaan dapat
menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta dapat bertahan dan
bertumbuh di tengah kondisi sulit (Pandemi Covid-19). Tragisnya, PHK
dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melakukan pemberitahuan
dan diskusi dengan para pekerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan tentang
perlindungan hukum terhadap Pekerja yang di PHK sepihak karena alasan
efisiensi oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
terkait. Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum
PHK sepihak terhadap para pekerja PT. Indosat Tbk. Penelitian hukum ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data
menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif
serta menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PHK telah diatur secara
eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Kasus PT
Indosat Thk menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak, walaupun alasan
terkait rencana PHKnya telah sesuai. Bagi para pekerja yang di PHK secara
sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU
Cipta Kerja sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di
bidang ekonomi. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg yaitu pengusaha wajib
membayar kompensasi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak
juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang-
undang dan tidak terpenuhinya hak — hak warga negara yang dijamin
konstitusi

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Akibat Hukum, Perlindungan
Hukum.
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ABSTRACT

Termination of Employment (PHK), or layoffs, is a unilateral
action by an employer to end the employment relations with its employees
due to certain reasons. Layoffs must be carried out in accordance with the
Job Creation Law and the Employment Law stating that layoffs are done in
two processes, namely non-litigation and litigation. However, unilateral
layoffs frequently occur without any clear reasons and do not refer to
regulations and legislation, as in the case of Decision Number 60/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.Smg. In 2020, PT. Indosat Thk laid off 677 employees and
another 57 employees were about to be laid off. The company took this
action as a response to company losses. The purpose of the layoffs was to
make the company to be more effective, more efficient, and later on able to
survive and grow amidst the Covid-19 pandemic. Unfortunately, the
layoffs were carried out unilaterally without notification and discussion
with the employees.

This study aims to find out the regulations regarding legal
protection for employees who are unilaterally laid off for efficiency
reasons based on related laws and regulations. This study also aims to
investigate the legal consequences and protection of unilateral layoffs for
employees at PT. Indosat Tbk. This is a normative juridical study with a
statutory and a conceptual approach. The data were secondary data
sources. The data were collected through library study and analyzed using
qualitative data analysis techniques. Then, conclusion drawing was carried
out through deductive techniques.

The results of this study indicate that layoffs are clearly regulated
in Law Number 11 of 2020 about Job Creation and Law No. 13 of 2003
about Employment. In the PT Indosat Thk case, the company conducted
unilateral layoffs even though the reasons for layoffs were acceptable.
Employees who are unilaterally laid off are required to obtain legal
protection as regulated in the Job Creation Law in line with the President's
commitment to improving quality in the economic sector. The legal
consequences of the decision of the Semarang District Court Number
60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg are that entrepreneurs are obliged to pay
compensation. Companies carrying out unilateral layoffs must be imposed
with sanctions for violating the law and not fulfilling the rights of citizens
guaranteed by the Constitution.

Keywords: Termination of employment, legal consequences, legal
protection.
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